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ABSTRAK 

 

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMBUATAN AKTA 

KEMATIAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU 

 

Oleh 

WIDYA APRIA SAPHIRA 

 NIM. 11775201012 

Penelitian ini membahas tentang partisipasi masyarakat pada pembuatan 

akta kematian di Kecamatan Tampan, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 

Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan menjelaskan bahwa setiap 

kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi 

pelaksanaan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian. Skripsi ini 

bertujuan untuk mengetahui pemahaman, kesadaran masyarakat dalam 

kepemilikan akta kematian dan bagaimana partisipasi masyarakat dalam 

kepemilikan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. Pendekatan 

penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif.  Penentuan subjek penelitian 

dilakukan dengan menggunakan teknik  purposive sampling dengan menjadikan 3 

orang staff Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru, 1 

orang staff kantor Camat Kecamatan Tampan, 5 orang masyarakat Kecamatan 

Tampan sebagai key informan. Sumber data dalam penelitian ini menggunakan 

data primer dan data sekunder serta metode pengumpulan data yang digunakan 

adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.  

Hasil penelitian ini menunjukkan pemahaman dan kesadaran dalam akta 

kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, banyak masyarakat tidak 

mengetahui manfaat dari akta kematian tersebut, dan kesadaran masyarakat dalam 

pembuatan akta kematian masih minim. Hal ini di karenakan masih belum 

maksimal sosialisasi dari pemerintah ataupun Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru. Adapun partisipasi masyarakat dalam 

kepemilikan akta kematian di kecamatan kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

masih rendah, adapun yang mempengaruhi partisipasi masyarakat pada 

pembuatan akta kematian adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan 

masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan kepercayaan 

terhadap budaya tertentu. 

 

Kata Kunci: Partisipasi Masyarakat, Akta Kematian  
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1 

BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang 

Indonesia merupakan salah satu negara hukum yang memiliki 

kewajiban memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap status hukum 

atas setiap peristiwa penting yang dialami penduduknya dan perlindungan 

tersebut harus mencakup seluruh warga negara Indonesia baik yang berada di 

dalam negeri maupun yang berada di luar negeri. 

Berdasarkan kepada rumusan Pancasila, tepatnya pada sila kelima 

yaitu: “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” menggambarkan bahwa 

Indonesia harus mempunyai sifat keadilan, baik sesama masyarakat maupun 

pemerintahan. Kita menyadadari bahwa setiap warga Negara selalu 

berhubungan dengan aktifitas birokrasi pemerintahan. Tidak henti-hentinya 

orang berurusan dengan birokrasi. Dalam setiap sendi kehidupan kalau 

seseorang tinggal disebuah tempat dan melakukan interaksi social dengan 

orang lain serta merasakan hidup bernegara, maka keberadaan birokrasi 

pemerintahan suatu hal yang tidak biasa di tawar lagi dan akan selalu 

menentukan aktifitas mereka (Artis, 2014 : 8). 

Terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen mengamanatkan bahwa 

tujuan didirikan Negara Republik Indonesia, antara lain adalah untuk 

memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Amanat tersebut mengandung makna bahwa negara berkewajiban memenuhi 

kebutuhan setiap warga negara melalui suatu sistem pemerintahan yang 
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mendukung tercapainya penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas, 

dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar dan hak sipil setiap warga negara 

atas barang publik, jasa publik, dan pelayanan administratif. 

Pelayanan publik adalah segala kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu 

organisasi atau instansi sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat. 

Pelayanan ini dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan 

dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan oleh tiap-tiap 

organisasi atau instansi. Pelayanan  publik juga  diartikan sebagai pemberian 

layanan (melayani) keperluan orang atau  masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi tertentu sesuai  dengan aturan pokok dan tata cara 

yang telah ditetepkan (Litjan, 2011 : 5). 

Pada hakikatnya, penyelenggaraan pelayanan publik merupakan 

kewajiban Negara dalam upaya mewujudkan masyarakat yang sejahtera guna 

memberikan pelayanan publik kepada setiap warga Negara dan penduduk 

untuk memenuhi hak dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945. Membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik 

merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan 

tuntutan seluruh warga dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik, 

sebagai upaya untuk mempertegas hak dan kewajiban setiap warga Negara 

dan penduduk serta terwujudnya tanggung jawab Negara dalam 

penyelenggaraan pelayanan publik yang telah diatur dalam Undang- Undang 

Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 
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Pada dasarnya setiap manusia membutuhkan pelayanan, bahkan secara 

ekstrim dapat dikatakan bahwa pelayanan tidak dapat dipisahkan dengan 

kehidupan manusia. Dari waktu ke waktu masyarakat selalu menuntut untuk 

mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas dan terbaik dari pemerintah, 

meskipun tuntutan tersebut sering tidak sesuai dengan yang diharapkan. 

Karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini masih 

bercirikan pelayanan yang berbelit-belit, cenderung lambat, mahal dan 

melelahkan. Selain dari kinerja pelayanannya yang rendah, hal itu juga 

dikarenakan oleh banyaknya jumlah penduduk yang ingin mendapatkan 

pelayanan.                                                    

Penduduk adalah kumpulan orang-orang yang menepati wilayah di 

dalamnya yang terdapat aturan-aturan dari pemerintah wilayah tersebut, bisa 

dikatakan penduduk merupakan komponen yang paling penting dalam suatu 

wilayah. Setiap penduduk atau masyarakat mempunyai peristiwa-peristiwa 

penting yang terjadi dalam kehidupannya, seperti kelahiran anak, penggantian 

nama, pengakuan anak ataupun pengesahan anak, perkawinan, perceraian, 

kematian ataupun peristiwa lainnya. Peristiwa-peristiwa seperti itu wajib 

dicatatkan karena jika terjadi sesuatu, ke depan pasti akan selalu melibatkan 

hukum ataupun masyarakat setempat (Sofyan, 2010 : 189). 

Mengingat karena kewajiban tersebut, maka dari itu diperlukan 

peraturan untuk mengaturnya. Peraturan tersebut yaitu peraturan yang 

dilaksanakan oleh lembaga-lembaga yang mempunyai kewenangan untuk 

mengatur peristiwa yang di alami oleh masyarakat, lembaga yang di maksud 
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yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Dalam 

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan 

Pasal 1 ayat 13 dijelaskan bahwa “Peristiwa Kependudukan adalah kejadian 

yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat 

terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk 

dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, 

perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap” . 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dindukcapil) Kota 

Pekanbaru merupakan salah satu pelaksana pelayanan administrasi publik di 

wilayah Provinsi Riau. Pelayanan kependudukan ini meliputi pendaftaran 

penduduk dan pencatatan sipil. Pendaftaran peduduk meliputi pembuatan 

Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk Elektronik (e-KTP), surat 

pindah, dan Kartu I dentitas Anak (KIA), sedangkan pencatatan sipil meliputi 

pembuatan kutipan akta kelahiran, kutipan akta kematian, kutipan akta 

perceraian, pencatatan pengakuan anak dan pengesahan anak, pencatatan 

perubahan nama, dan pencatatan perubahan kewarganegaraan. 

Seluruh peristiwa yang terjadi dalam keluarga wajib dilaporkan kepada 

pencatatan sipil agar jika seseorang yang ada bersangkutan atau ada 

berkepentingan maka mempunyai bukti yang  jelas terkait peristiwa tersebut, 

sehingga hak hukum seseorang jelas dan tegas. Secara garis besar, sebagai 

kepatuhan masyarakat kepada hukum yang telah ditetapkan, maka dari itu 

peristiwa penting itu patut dicatat oleh lembaga Pencatatan Sipil, di dalam 
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Undang-Undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa “Negara 

Indonesia adalah Negara hukum”. 

Namun pada kenyataannya, yang dijumpai dilapangan tidak sesuai 

dengan tujuan tersebut. Masih banyak masyarakat yang tidak mempunyai 

identitas penduduk bahkan pencatatan sipil, salah satunya berkaitan dengan 

pencatatan akta kematian di  Indonesia. 

Seperti yang dijelaskan dalam tabel berikut. 

Tabel I.1 Jumlah Angka Kematian di Provinsi Riau 

No Tahun Angka Kematian 

1. 2019    8.632 Orang 

2. 2020  9.209 Orang 

Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia  2021. 

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada tahun  2019 jumlah 

angka kematian di Provinsi Riau sebanyak 8.632 orang, pada tahun 2020 

sebanyak 9.209 orang Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap tahun jumlah 

angka kematian megalami peningkatan. 

Sedangkan jumlah pengurus dan tidak mengurus akta kematian di 

Provinsi Riau adalah sebagai berikut. 

Tabel I.2 Jumlah Pengurus dan Tidak Mengurus  

Akta Kematian di Provinsi Riau 

 

NO Tahun Jumlah Pengurus Jumlah Tidak 

Mengurus 

1. 2019 3.998 Orang 4.634 Orang 

2. 2020 3.400 Orang 5.809 Orang  

    Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi Riau  2021. 

Berdasarkan tabel pengurus akta kematian di Provinsi Riau pada tahun 

2019 sebanyak 3.998 orang, pada tahun 2020 sebanyak 3.400 orang. 
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Sedangkan jumlah yang tidak mengurus akta kematian di Provinsi Riau pada 

tahun 2019 sebanyak 4.634 orang, pada tahun 2020 sebanyak 5.809 orang. Hal 

tersebut menjelaskan bahwa masih banyak masyarakat yang tidak mengurus 

akta kematian. 

Jumlah Angka kematian di Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut. 

Tabel I.3 Jumlah Angka Kematian di Kota Pekanbaru 

No Tahun Angka Kematian 

1. 2019    3.500 Orang 

2. 2020  3.671 Orang 

        Sumber: Badan Pusat Statistik Indonesia  2021. 

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada tahun  2019 jumlah 

angka kematian di Kota Pekanbaru sebanyak 3.500 orang, pada tahun 2020 

sebanyak 3.671 orang Hal tersebut menjelaskan bahwa setiap tahun jumlah 

angka kematian megalami peningkatan. 

Sedangkan jumlah pengurus  dan tidak mengurus akta kematian di 

Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut. 

Tabel I.4 Jumlah Pengurus dan Tidak Mengurus 

Akta Kematian di Kota Pekanbaru 

NO Tahun Jumlah Pengurus Jumlah Tidak 

Mengurus 

1. 2019 1.542 Orang 1.958 Orang 

2. 2020 1.702 Orang 1.969 Orang 

   Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru 2021 

Berdasarkan tabel jumlah pengurus akta kematian di Kota Pekanbaru 

tahun 2019 sebanyak 1.542 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 1.702 orang. 

Sedangkan jumlah yang tidak mengurus akta kematian di Kota Pekanbaru 

pada tahun 2019 sebanyak 1.958 orang, dan pada tahun 2020 sebanyak 1.969 

orang.  
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Kondisi tersebut juga terjadi khususnya di wilayah Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru, dimana masih banyak masyarakat yang tidak mengurus 

pembuatan akta kematian. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat jumlah 

pengurus dan tidak mengurus akta kematian di Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru dari tahun 2018 hingga tahun 2020. Berikut dijelaskan dalam tabel. 

Tabel 1.5 Jumlah Pengurus dan Tidak Mengurus 

Akta Kematian di Kecamatan Tampan 

NO Tahun Jumlah Pengurus Jumlah Tidak 

Mengurus 

1. 2018 199 213 

2. 2019 120 216 

3. 2020 112 262 

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPTD) Utama Kota    

Pekanbaru 2021. 

Berdasarkan tabel diatas dinyatakan bahwa pada tahun  2018 jumlah 

pengurus akta kematian di Kecamatan Tampan sebanyak 199 orang, pada 

tahun 2019 sebanyak 120 orang dan pada tahun 2020 sebanyak 112 orang. 

Sedangkan jumlah yang tidak mengurus akta kematian pada tahun 2018 

sebanyak 213 orang, pada tahun 2019 sebanyak 216 orang, dan pada tahun 

2020 sebanyak 262 orang. 

Jumlah pengurus akta kematian di Kecamatan Tampan dalam tahun 

2018 hingga 2020 tidak sebanding dengan angka kematian di Kecamatan 

Tampan dalam jangka waktu tersebut. Seperti yang dijelaskan dalam tabel 

berikut. 
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Tabel 1.6 Jumlah Angka Kematian di Kecamatan Tampan 

No Tahun Angka Kematian 

1. 2018 412 Orang 

2. 2019 336 Orang 

3. 2020 374 Orang 

Sumber: Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPTD) Utama Kota    

Pekanbaru 2021. 

Berdasarkan tabel angka kematian di Kecamatan Tampan pada tahun 

2018 sebanyak 412 orang, pada tahun 2019 sebanyak 336 orang  dan pada 

tahun 2020 sebanyak 374 orang. Hal tersebut menjelaskan bahwa masih 

banyak masyarakat yang tidak mengurus akta kematian. 

 Pernyataan tersebut juga diperkuat oleh hasil wawancara dengan Ibu 

Hanum selaku salah satu masyarakat Kecamatan Tampan, beliau menyatakan 

bahwa  

“Kami selaku masyarakat awam jarang sekali mengetahui pembuatan 

akta kematian itu, ketika ada anggota keluarga yang meninggal, tidak 

akan ada pengurusan surat-menyurat, kecuali  jika ada keperluan dan 

tertera persyaratannya harus ada kematian, barulah diurus akta 

kematian itu ke DISDUKCAPIL”.(Wawancara 20 Oktober 2020).  

 

Berdasarkan hasil wawancara langsung dengan ibu Hanum, penulis 

berpendapat bahwa banyak dari masayarakat di Kecamatan Tampan yang 

kurang mengetahui makna dari pembuatan akta kematian tersebut. Akta 

kematian akan dibuat jika terdapat syarat akta kematian dalam suatu 

kepengurusan. Sebaliknya jika tidak terdapat suatu urusan, masyarakat tidak 

akan mengurus akta tersebut. 

Dalam undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi 

Kependudukan Pasal 44 ayat 1 menyebutkan “Setiap kematian wajib 

dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada instansi pelaksanaan 
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paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Apabila Pelapor 

kematian yang melampaui batas waktu 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 1 

(satu) tahun dikenai sanksi administrasi berupa denda paling banyak Rp. 

1.000.000,- (satu juta rupiah). Pengurusan akta kematian sangatlah penting 

dan memiliki banyak manfaat. Hal ini dikarenakan memberikan pengaruh bagi 

anggota keluarga maupun pemerintah daerah . 

Akta kematian menjadi persyaratan  penting dalam kepengurusan 

dokumen terkait persoalan ahli waris, kepengurusan uang duka, tunjangan 

kecelakaan, asuransi, dan kegunaan administrasi lainnya. Akta kematian juga 

berguna bagi janda atau duda, khususnya yang berstatus PNS, diperlukan 

untuk mengurus pensiun bagi ahli warisnya. 

Sedangkan bagi pemerintah , akta kematian penting sebagai data 

statistik dan untuk memantau penyebab kematian, angka harapan hidup, lalu 

jika tidak mempunyai akta kematian akan terjadi penggelembungan data yang 

tidak sesuai dengan kenyataan (fiktif), hal ini berpengaruh pada data daftar 

pemilih tetap dalam pemilihan umum baik pilkada atau pilpres, serta 

penetapan kebijakan lainnya.  

Melihat pentingnya akta kematian diatas, masyarakat diharapkan dapat 

menjalankan tertib administrasi berkaitan dengan pelaporan terhadap anggota 

keluarga yang telah meninggal kepada instansi pelaksana setempat yang 

berwenang. Namun fenomena menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat 

menganggap keberadaan akta kematian itu tidak penting. Masyarakat berfikir 

bahwa seseorang yang meninggal dunia segala urusanya pun telah selesai, 
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sehingga tidak perlu lagi melaporkan atau mengurus peristiwa kematian 

tersebut. Selain itu, kepengurusan akta kematian bagi anggota keluarga yang 

telah meninggal hanya akan dilakukan jika terdapat kepentingan yang 

membutuhkan adanya akta kematian, namun jika tidak terdapat kepentingan 

baginya maka kepengurusan pencatatan akta kematian pun tidak dilakukan. 

Hal ini menuunjukkan betapa kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap 

pentingnya akta kematian.  

Kecamatan Tampan merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota 

Pekanbaru dengan jumlah penduduk yang besar. Pada Januasri 2021 

Kecamatan Tampan mengalami pemekaran menjadi Kecamatan Tuah Madani 

dan Bina Widya. Namun untuk pemerintahan masih dalam koordinaator dalam 

lingkup kecamatan Tampan. Tercatat pada tahun 2020 jumlah penduduk di 

Kecamatan Tampan berjumlah  307.947 jiwa. Untuk kepemililikan akta 

kematian tidak sebanding dengan jumlah penduduk yang ada (BPS Kota 

Pekanbaru, 2020 : 19) . Dari hipotesa awal penulis menemukan bahwa 

masyarakat Kecamatan Tampan masih kurang berpartisipasi dalam 

kepemilikan akta kematian. Hipotesa ini diperkuat berdasarkan hasil diskusi 

awal yang diperoleh dari salah satu pegawai kantor DISDUKCAPIL Kota 

Pekanbaru yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki akta kematian 

masih sangat minim. 

 Namun untuk kepemililikan akta kematian tidak sebanding dengan 

jumlah penduduk yang ada. Dari hasil observasi awal penulis menemukan 

bahwa masyarakat Kecamatan Tampan masih kurang berpartisipasi dalam 
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kepemilikan akta kematian. Observasi ini diperkuat berdasarkan hasil diskusi 

awal yang diperoleh dari salah satu pegawai kantor DISDUKCAPIL Kota 

Pekanbaru yang menyatakan bahwa masyarakat yang memiliki akta kematian 

masih sangat minim yang dibuktikan dengan jumlah data yang telah dijelaskan 

pada tabel sebelumnya. 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, mengenai hal ini penulis 

tertarik melakukan penelitian dengan merumuskan judul penulisan yaitu 

Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan 

Tampan Kota Pekanbaru. 

 

1.2 Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka rumusan  masalah 

dalam penelitian ini adalah: 

1. Bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 

2. Apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam pembuatan 

akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru? 

 

1.3 Tujuan Penelitian 

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah : 

1. Untuk memahami bagaimana partisipasi masyarakat dalam pembuatan 

akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 

2. Untuk memahami apa faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat 

dalam pembuatan akta kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru. 
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1.4 Manfaat Penelitian 

1. Bagi Masyarakat: Sebagai pemahaman kepada masyarakat untuk lebih 

mengetahui dan berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pelayanan 

publik pada akta kematian. 

2. Bagi Pemerintah: Sebagai intropeksi kepada pemerintah Dinas 

Kependudukan dan Catatan Sipil untuk lebih memperbaiki sistem 

pelayanan publik. 

3. Bagi Mahasiswa:  Sebagai bahan informasi bagi pengembangan ilmu 

pengetahuan, berupa data analisis bagi kepentingan penelitian-penelitian 

sejenis dimasa yang akan datang, dan sebagai syarat guna memperoleh 

gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. 

1.5 Sistematika Penulisan 

BAB I : PENDAHULUAN 

Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan 

serta sistematika penulisan. 

BAB II : KAJIAN PUSTAKA 

Pada bab ini membahas mengenai kerangka teori yang 

dijadikan pedoman dalam melakukan pembahasan penelitian, 

konsep operasional, pandangan islam tentang konsep 

penelitian, penelitian terdahulu dan kerangka penelitian.  
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BAB III : METODOLOGI PENELITIAN 

Pada bab ini membahas mengenai hal-hal yang berhubungan 

dengan lokasi penelitian, jenis penelitian, sumber data 

penelitian, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, 

serta teknik analisis data. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM 

Pada bab ini menguraikan tentang sejarah organisasi, struktur 

organisasi, aktivitas organisasi, serta visi dan misi organisasi. 

BAB V : HASIL PENELITIAN 

Pada bab ini membahas hasil dari penelitian dan bagian 

pembahasan yang menginterpertaskan hasil dari analisis data. 

BAB VI : PENUTUP 

Pada bab ini berisi kesimpulan dari analisis dan pembahasan 

serta saran-saran yang diberikan berhubungan dengan 

pembahasan peneliti
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Partisipasi  

Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris yaitu “participation” 

adalah pengambilan bagian atau pengikutsertaan. Partisipasi adalah suatu 

keterlibatan mental dan emosi, pikiran atau emosi seseorang yang 

mendorongnya untuk memberikan sumbangan dalam usaha mencapai tujuan 

yang telah ditentukan dan ikut bertanggung jawab terhadap kegiatan 

pencapaian tujuan tersebut. (Siti Fatimah, 2012 : 10). 

Banyak pengertian partisipasi telah dikemukakan oleh para ahli, 

namun pada hakekatnya memiliki makna yang sama. Seperti yang 

diungkapkan oleh H.A.R. Tilaar, beliau mengungkapkan partisipasi adalah 

sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui 

proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari 

bawah (button-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses 

perencanaan dan pembangunan masyarakatnya. 

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. memberikan 

pandangan partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam 

suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta 

fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) 

dalam segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan 

dan tanggungjawab atas segala keterlibatan. (Siti , 2011 : 50-51). 

Menurut Juliantara substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu 

sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya 
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persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah 

proses pemberdayaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pengembangan 

partisipasi adalah :  

1. Partisipasi akan memungkinkan rakyat secara mandiri (otonom) 

mengorganisasi diri, dan dengan demikian akan memudahkan masyarakat 

menghadapi situasi yang sulit, serta mampu menolak berbagai 

kecenderungan yang merugikan.  

2. Partisipasi tidak hanya menjadi cermin konkrit peluang ekspresi aspirasi 

dan jalan memperjuangkannya, tetapi yang lebih penting lagi bahwa 

partisipasi menjadi semacam garansi bagi tidak diabaikannya kepentingan 

masyarakat.  

3. Persoalan-persoalan dalam dinamika pembangunan akan dapat diatasi 

dengan adanya partisipasi masyarakat.  

Berdasarkan beberapa pendapat diatas ditarik kesimpulan bahwa,  

konsep partisipasi memiliki makna yang luas dan beragam. Secara garis besar  

partisipasi adalah suatu wujud dari peran serta masyarakat dalam aktivitas 

berupa perencanaan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan pembangunan 

masyarakat. Wujud dari partisipasi dapat berupa saran, jasa, ataupun dalam 

bentuk materi baik secara langsung maupun tidak langsung dalam suasana 

demokratis. 

2.2 Pengertian Masyarakat 

Masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang secara relative 

mandiri, yang secara bersama-sama cukup lama, yang mendiami suatu 
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wilayah tertentu, memiliki kebudayaan yang sama, dan melakukan sebagian 

besar kegiatannya dalam kelompok tersebut (Sumaryo, 2015 :7). 

Sejalan dengan pendapat tersebut Koentjaraningrat mendefinisikan 

masyarakat adalah kesatuan hidup manusia yang beriteraksi menurut suatu 

system adat-istiadat tertentu yang bersifat kontinu dan yang terikat oleh suatu 

rasa identitas. 

Sedangkan menurut Mayo masyarakat dapat diartikan dalam dua 

konsep yaitu:  

1. Masyarakat sebagai sebuah “tempat bersama”, yakni sebuah wilayah 

geografi yang sama. Sebagai contoh sebuah rukun tetangga, 

perumahan di daerah perkotaan atau sebuah kampung di wilayah 

pedesaan.  

2. Masyarakat sebagai “kepentingan bersama” yakni kesamaan 

kepentingan berdasarkan kebudayaan dan identitas. Sebagai contoh 

kepentingan bersama pada masyarakat etnis minoritas atau 

kepentingan bersama berdasarkan identifikasi kebutuhan tertentu 

seperti pada halnya pada kasus orang tua yang memiliki anak dengan 

kebutuhan khusus (anak cacat fisik ) atau bekas para pengguna 

pelayanan kesehatan mental. 

2.3 Pengertian Partisipasi Masyarakat 

Berdasarkan pengertian dari kata partisipasi dan masyarakat dapat 

diartikan bahwa partisipasi masyarakat merupakan sekumpulan manusia yang 



17 

 

 

tinggal di dalam satu wilayah dengan mengikutsertakan dalam proses 

menyelesaikan masalah supaya terselesaikan.  

Partisipasi masyarakat juga didefinisikan sebagai sebuah proses yang 

melibatkan setiap individu, keluarga, dan masyarakat di dalam perencanaan 

dan pelaksaan aktivitas pengendalian vector di tingkat lokal untuk memastikan 

bahwa kegiatan tersebut memenuhi kebutuhan masyarakat setempat dan 

prioritas penduduk yang tinggal di masyarakat, serta mempromosikan 

kemandirian masyarakat dalam kaitannya dengan pengembangan kegiatan itu 

sendiri.  

Maju mundurnya suatu masyarakat, salah satunya dipengaruhi oleh 

keterlibatan atau partisipasi tokoh masyarakat pada setiap aktivitas kegiatan 

pembangunan maupun kegiatan pemerintahan. Hal tersebut dikarenakan hidup 

masyarakat manusia telah diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang berupa 

aturan. Manusia dalam kehidupannya selalu membutuhkan manusia lain, 

karena tidak semua kebutuhan hidupnya dapat dipenuhi sendiri, pasti 

bergantung kepada orang lain sehingga terciptanya interaksi sosial. 

Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses 

pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan 

dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani 

masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan 

yang terjadi. Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan kebijakan merupakan 

suatu hak dari masyarakat. Partisipasinya masyarakat dalam pembuatan 



18 

 

 

kebijakan dapat terjalinnya sinergi antara warga dan pemerintah untuk 

menjalankan suatu program. 

Implementasi partisipasi masyarakat bisa dikatakan sebagai 

keikutsertaan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, sampai evaluasi 

program pembangunan, tetapi makna substantif yang terkandung dalam 

sekuen-sekuen partisipasi adalah voice, akses dan control. Pengertian dari 

masing-masing sekuen tersebut di atas adalah :  

1. Voice, maksudnya adalah hak dan tindakan warga masyarakat dalam 

menyampaikan aspirasi, gagasan, kebutuhan, kepentingan dan tuntutan 

terhadap komunitas terdekatnya maupun kebijakan pemerintah.  

2.  Access, maksudnya adalah mempengaruhi dan menentukan kebijakan 

serta terlibat aktif mengelola barang-barang publik, termasuk didalamnya 

akses warga terhadap pelayanan publik.  

3. Control, maksudnya adalah bagaimana masyarakat mau dan mampu 

terlibat untuk mengawasi jalannya tugas-tugas pemerintah. Sehingga 

nantinya akan terbentuk suatu pemerintahan yang transparan, akuntabel 

dan responsif terhadap berbagai kebutuhan masyarakatnya. (Siti Irene, 

2011 : 56). 

Hakikat masyarakat dalam kedudukannya adalah sebagai subyek 

pembangunan yang dituntut untuk memberikan sumbangan terhadap apa yang 

dibutuhkan dalam pembangunan. Kesediaan memberikan sumbangan ini 

bukan lahir begitu saja, akan tetapi terdorong oleh motivasi-motivasi tertentu 

yang dicapai. Bila kita hubungkan dengan pembangunan untuk mencapai 
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tujuan pembangunan nasional yakni meningkatkan taraf hidup masyarakat 

menuju terwujudnya masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila 

dan UUD 1945.  

2.4 Pengaruh Partisipasi Masyarakat 

Menurut Plumer (dalam Yulianti,2012:10), beberapa faktor yang 

mempengaruhi masyarakat untuk mengikuti proses partisipasi adalah: 

1. Pengetahuan dan keahlian. Dasar pengetahuan yang dimiliki akan 

mempengaruhi seluruh lingkungan dari masyarakat tersebut. Hal ini 

membuat masyarakat memahami ataupun tidak terhadap tahap-tahap dan 

bentuk dari partisipasi yang ada; 

2. Pekerjaan masyarakat. Biasanya orang dengan tingkat pekerjaan tertentu 

akan dapat lebih meluangkan ataupun bahkan tidak meluangkan sedikitpun 

waktunya untuk berpartisipasi pada suatu proyek tertentu. Seringkali 

alasan yang mendasar pada masyarakat adalah adanya pertentangan antara 

komitmen terhadap pekerjaan dengan keinginan untuk berpartisipasi; 

3. Tingkat pendidikan dan buta huruf. Faktor ini sangat berpengaruh bagi 

keinginan dan kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi serta untuk 

memahami dan melaksanakan tingkatan dan bentuk partisipasi yang ada. 

4. Jenis kelamin. Sudah sangat diketahui bahwa sebagian masyarakat masih 

menganggap faktor inilah yang dapat mempengaruhi keinginan dan 

kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi beranggapan bahwa laki-laki 

dan perempuan akan mempunyai persepsi dan pandangan berbeda 

terhadap suatu pokok permasalahan; 
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5. Kepercayaan terhadap budaya tertentu. Masyarakat dengan tingkat 

heterogenitas yang tinggi, terutama dari segi agama dan budaya akan 

menentukan strategi partisipasi yang digunakan serta metodologi yang 

digunakan. Seringkali kepercayaan yang dianut dapat bertentangan dengan 

konsep-konsep yang ada. 

2.5 Pengertian Pelayanan 

Dalam kamus besar bahasa Indonesia pelayanan adalah suatu usaha 

untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. 

Pelayanan adalah proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain 

yang dilakukan secara langsug. Pelayanan pada hakikatnya merupakan 

serangkaian kegiatan, yang berupa sebuah  proses pelayanan yang berlangsung 

secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan organisasi 

dalam masyarakat. Proses yang dimaksudkan dilakukan sehubungan dengan 

saling memenuhi kebutuhan antara penerima dan pemberi pelayanan.  

 Menurut Harbani Pasalong pelayanan pada dasarnya merupakan aktivtas 

seseorang, sekelompok, atau organisasi baik langsung maupun tidak langsung 

untuk memenuhi kebutuhan (Harbani, 2011 : 128). 

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah  

aktivitas yang dapat dirasakan melalui hubungan antara penerima dan  

pemberi pelayanan yang menggunakan peralatan berupa organisasi atau 

lembaga perusahaan. 
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2.6 Pengertian Publik 

Publik merupakan sejumlah manusia yang mempunyai cara berpikir  

dan harapan yang sama terhadap hal-hal yang bersifat umum. Istilah  publik 

berasal dari bahasa inggris public yang berarti umum, orang  banyak, ramai 

(Sinambella Litjan Poltak, 2011:5).   

Sementara Syafiie Inu Kencana  mengartikan kata public sebagai 

“sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, 

sikap, dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang 

mereka miliki”. Publik berarti sekumpulan orang atau kelompok dalam 

masyarakat yang memiliki kepentingan atau perhatian yang sama terhadap 

sesuatu hal. Kepentingan yang sama itulah yang mengikat anggota publik satu 

sama lain (Harbani, 2011 : 6). 

 Berdasarkan pendapat para ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa 

publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kepentingan dan harapan 

sama, yaitu kepentingan yang berhubungan dengan orang banyak. 

2.7 Pengertian Pelayanan Publik 

Pelayanan publik adalah suatu tindakan pemberian barang dan jasa 

kepada masyarakat oleh pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada 

publik, baik diberikan secara langsung maupun kemitraan dengan swasta. 

Pelayanan publik juga diartikan sebagai suatu pelayanan atau pemberian 

terhadap masyarakat yang berupa penggunaan fasilitas-fasilitas umum, baik 

jasa maupun non jasa, yang dilakukan oleh organisasi publik dalam hal ini 

adalah pemerintah. Adapun dimensi kualitas pelayanan publik berupa bentuk 
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berwujud, kemampuan, tanggapan, jaminan dan empati ( Hardiansyah, 2011 : 

46). 

Menurut undang-undang No 25 Tahun 2009 pelayanan publik adalah 

kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap Negara 

dan penduduk atas barang, jasa dan pelayanan administratif yang disediakan 

oleh penyelenggara pelayanan public (Muslim, 2019 : 32). 

Keputusan Menteri Aparatur Negara Nomor:.63/KEP/M.PAN/7/2003 

memberikan pengertian pelayanan public adalah segala kegiatan pelayanan 

yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya 

pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan ( Sinambela, 2011 : 12). 

Berdasarkan pendapat diatas, penelitian publik merupakan pelayanan 

publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh 

penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan publik 

dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Adapun tujuan dari pelayanan publik adalah untuk memuaskan dan 

atau sesuai dengan keinginan masyarakat/pelanggan pada umumnya. Hakekat 

dari pelayanan public tersebut adalah pemberian pelayanan prima kepada 

masyarakat yang merupakan perwujudan kewajiban aparatur pemerintah 

sebagai abdi masyarakat. 
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2.8 Azas-Azas Pelayanan Publik 

Pelayanan publik harus selalu mengikuti perkembangan masyarakat, 

karena masyarakat itu bersifat dinamis. Untuk dapat memberikan pelayanan 

yang memuaskan pengguna jasa, penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi 

asas-asas pelayanan. Adapun tujuan pelayanan public pada dasarnya adalah 

memuaskan masyarakat untuk mencapai kepuasan itu dituntut pelayanan 

prima yang tercermin dari: 

1. Kepentingan umum. 

Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan 

golongan. 

2. Kepastian hukum. 

Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam menyelenggarakan 

pelayanan. 

3. Kesamaan hak.  

Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, 

gender, dan status ekonomi. 

4. Keseimbangan hak dan kewajiban. 

Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus 

dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima layanan. 

5. Keprofesionalan 

Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan 

bidang tugas. 
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6. Partisipatif. 

Peningkatan peran serta masyarakat dalam menyelenggaraan pelayanan 

dengan memperthatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat. 

7. Persamaan perlakuan/ tidak diskriminatif. 

Setiap warga Negara berhak memperoleh pelayanan yang adil. 

8. Keterbukaan. 

Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan 

memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan. 

9. Akuntabilitas. 

Proses penyelenggaraan pelayan harus dapat dipertanggungjawabkan 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

10. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. 

Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga terciptanya 

keadilan dalam pelayanan. 

11. Ketepatan waktu. 

Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan 

standar pelayanan. 

12. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. 

Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau. 

(Undang-Undang No 25 tahun 2009 Pasal 24). 

2.9 Akta Kematian 

Akta Kematian merupakan catatan kematian seseorang. Akta adalah 

sebuah surat yang dibuat yang telah di tandatangani oleh pihak yang 
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berkewajiban untuk keperluan orang tersebut. Sedangkan kematian menurut 

Poerwadarmita adalah “kematian berasal dari kata mati yang berarti hilang 

nyawanya atau tidak hidup lagi”. Jadi berdasarkan pengertian Akta dan 

Kematian dari para ahli di atas maka penulis menyimpulkan akta kematian 

secara umum adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang. 

Akta kematian merupakan sebuah akta yang diterbitkan dan di tanda tangani 

oleh orang yang mempunyai wewenangan seperti pejabat yang ada di kantor 

catatan sipil menyangkut peristiwa meninggalnya seseorang (Poerwadawinta, 

2014 : 19). 

Tujuan pembuatan Akta Kematian selain untuk data atau sensus 

pemerintah, mengurus akta kematian juga memiliki manfaat untuk orang atau 

kerabat yang ditinggal. Dan menjaga- jaga agar data  almarhum/ah  tidak 

disalah gunakan. Adapun manfaat lainnya adalah untuk memastikan 

keakuratan data penduduk,  menguruspenetapan ahli waris dan juga untuk 

mengurus tunjangan keluarga, untuk mengurus pensiun bagi pegawai 

(janda/duda), untuk mengurus Taspen, untuk melaksanakan pencatatan 

perkawinan (cerai mati), untuk mengklaim Asuransi Jiwa dan juga Asuransi 

Jasa Raharja dan juga untuk pencairan Dana/Tabungan Bank. 

2.10 Prosedur Pembuatan Akta Kematian 

Akta Kematian telah diatur dalam Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 

7 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Pekanbaru 

Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan. 
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Adapun prosedur pembuatan akta kematian terdapat pada pasal 48 dan 49  

yang telah dirangkum sebagai berikut: 

1. Kematian ditempat domisili 

Persyaratannya adalah pertama surat pengantar dari RT dan RW 

untuk mendapatkan surat keterangan Desa/Lurah, kedua yaitu keterangan 

kematian dari dokter/paramedic, KTP dan Kartu Keluarga yang 

bersangkutan, identitas 2 (dua) orang saksi, akte kelahiran yang meninggal 

bagi yang memiliki. Cara mengurus surat akta kematian yaitu dengan cara 

penduduk datang ke petugas Registrasi di Desa/kelurahan dan mengisi 

formulir surat keterangan kematian, kepala desa/lurah meneruskan 

formulir surat keterangan kematian ke Unit Pelaksanaan Teknis Daerah 

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam hal Unit Pelaksanaan 

Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak ada, 

Kepala Desa/Kelurahan mengirimkan formulir Surat Keterangan Kematian 

ke Kecamatan untuk diteruskan kepada Dinas Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil Kabupaten/kota, pejabat Penacatatan Sipil pada Unit 

Pelaksanaan Teknis Daerah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota mencatat dalam Register Akta dan menerbitkan Kutipan 

Akta Kematian, pejabat Pencatatan Sipil menyerahkan Kutipan Akta 

Kematian Kepada pemohon, atau mengirimkan melalui Desa/Kelurahan. 

2. Kematian di luar wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) 

Persyaratannya adalah Surat keterangan Kematian dari 

dokter/paramedik, fotocopy paspor, dan identitas lain. Cara mengurus 
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surat akta kematian yaitu dengan cara Kematian dicatatkan pada Instansi 

yang berwenang di Negara setempat, dilaporkan pada perwakilan Republik 

Indonesia, apabila Negara setempat tidak melayani, maka pelapor mengisi 

formulir kematian pada Pejabat Konsuler untuk dicatat dalam Register dan 

diterbitkan Kutipan Akta Kematian, pelaporan sekembalinya di Indonesia 

pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ditempat domisili untuk  

dicatat dan direkam dalam data base kependudukan. 

3. Kematian yang tidak diketemukan jenazahnya 

Persyaratannya adalah Berita acara pemeriksaan dari kepolisian, 

penetapan pengadilan. Cara mengurus surat akta kematian yaitu dengan 

cara pelapor/pemohon datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil Kabupaten/Kota dan mengisi formulir Surat Keterangan Kematian 

dengan menyerahkan Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian, pejabat 

Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 

Kabupaten/Kota mencatatkan dalam Register Akta Kematian dan 

menerbitkan Kutipan Akta kematian.( Peraturan Daerah Pekanbaru Nomor 

7 tahun 2016). 

2.11 Partisipasi Masyarakat Menurut Pandangan Islam 

Partisipasi merupakan tindakan ikut mengambil bagian, keikutsertaan, 

berpartisipasi, ikut serta, ikut mengambil bagian. Sedangkan masyarakat 

merupakan satu kelompok atau sekumpulan yang mendiami suatu daerah. 

Pelayanan publik adalah segala betu jasa yang menjadi tanggung jawab dan 
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dilaksanakan oleh instansi pemerintah dalam rangka pemenuhan kebutuhan 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan. 

 Jadi yang dimaksud dengan partisipasi masyarakat dalam upaya 

peningkatan kualitas pelayanan publik adalah keikutsertaan seorang atau 

kelompok masyarakat yang mendiami suat daerah dalam keterlibatan 

emosionalnya baik secara langsung maupun tidak langsung dan melakukan 

kegiatan atau aktifitas yang menimbulkan suatu perubahan guna mencapai 

suatu tujuan yang direncanakan, dalam hal ini berkaitan dengan pembuatan 

akta kematian, sehingga dapat menghasilkan bentuk pelayanan publik yang 

sesuai dengan ketentuan prosedur dan yang dibutuhkan masyarakat. 

Dalam pandangan Islam tujuan adanya pemimpin adalah untuk 

melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan 

perintah-perintah-Nya. Seperti yang telah dijelaskan dalam Qura’an Surah An-

Nisa ayat 59 yang berbunyi. 

                                  

                                   

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul 

(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat 

tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 

(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. 

yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.(Al-Quran 

dan Terjemahan Surah An-Nisa : 59). 

Ayat tersebut memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh 

kepada-Nya, kepada rasul-rasul-Nya dan orang-orang yang memegang 

kekuasaan diantara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk 
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kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-

adilnya, hendaklah kaum muslimin taat dan patuh kepada Allah Swt dengan 

mengamalkan isi kitab suci Al-Qur’an, melaksanakan hukum ketetapan-Nya 

demi kemaslahatan umat-Nya. 

Dari ayat tersebut juga mengandung makna, bahwasannya rakyat juga 

harus patuh terhadap pemimpinnya, peran masyarakat dalam mewujudkan 

kepemimpinan yang baik sangatlah besar. Parisipasi masyarakat dalam segala 

bentuk kegiatan atau pelaksanaan aturan hukum sangat dibutuhkan demi 

tercapainya suatu tujuan. 

 2.12 Penelitian Terdahulu 

Kajian pustaka tentang penelitian terdahulu bertujuan untuk 

mengetahui hubungan antara penelitian yang pernah  dilakukan sebelumnya 

dengan yang akan dilakukan. Selain itu, untuk mengetahui persamaan dan 

perbedaan dari beberapa penelitian yang ada serta kajian yang dapat 

mengembangkan penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian akan 

memaparkan beberapa kajian terdahulu atau penelitian terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. 

NO Peneliti Judul Hasil Penelitian Persamaan Perbedaan 

1. Fadliansyah 

Akbar (2018) 

Esensi 

Partisipasi 

Masyarakat 

Dalam 

Pelayanan 

Publik 

Pembuatan 

E-Ktp 

Berdasarka

n Undang-

Hasil penelitannya 

kualitas pelayanan 

yang dilakukan 

oleh Disdukcapil  

Kota Banjarbaru 

masih belum 

maksimal, 

dibuktikan dengan 

terdapat faktor-

faktor penghambat 

Variabel 

Penelitian 

Perbedaan 

yang penulis 

lakukan 

dengan 

penelitian 

Fadliansyah 

adalah dari 

studi kasus  

layanan, 

penulis 
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Undang 

Nomor 25 

Tahun 2009 

Tentang 

Pelayanan 

Public 

yang menjadikan 

pelayanan belum 

maksimal. 

meneliti 

akta 

kematian, 

sedangkan 

Fadliannsya

h meneliti 

E-KTP. 

2. Siti Lidrianti 

(2017) 

(Pengaruh 

Sosialisasi 

dan Tingkat 

Pemahaman 

Masyarakat 

TerhadapMi

nat 

Pembuatan 

Akta 

Kematian di 

Desa 

Purworejo 

Kecamatan 

Negeri 

Katon 

Kabupaten 

Pesawaran) 

Hasil penelitian, 

ditemukan bahwa 

rendahnya minat 

warga desa dalam 

mengurus akta 

kematian 

dikarenakan 

minimnya 

pemahaman 

masyarakat 

tentang fungsi dari 

akta kematian itu 

sendiri, padahal 

akta tersebut 

berhubungan erat 

dengan status 

hukum seseorang. 

Objek 

Penelitian 

Perbedaan 

penilitian 

tersebut 

dengan 

penulis 

adalah, 

penulis 

fokus pada 

bagaimana 

pengaruh 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembuatan 

akta 

kematian, 

sedangkan 

penelitian 

Siti fokus 

pada 

pengaruh 

sosialisasiny

a. 

 

3. Nindya 

Alvina dan 

Dyah 

Lituhayu 

(2017) 

(Implementa

si Program 

Pencatatan 

Akta 

Kematian di 

Dinas 

Kependuduk

an dan 

Catatan 

Sipil) 

Hasil penelitian 

ini, menyatakan 

bahwa target 

pencatatan akta 

kematian masih 

belum tercapai 

dikarenakan dari 

pihak 

masyarakatnya 

sendiri hingga saat 

ini masih memiliki 

pola pikir bahwa 

jika seseorang 

sudah meninggal 

maka urusannya 

Objek 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

penulis 

adalah, 

penulis 

meneliti 

terkait 

pertisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembuatan 

akta 

kematian 

demi 
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sudah selesai jadi 

tidak perlu 

melaporkan dan 

mengurus tentang 

kematian dan juga 

masih rendahnya 

tingkat kesadaran 

mereka akan 

seberapa 

pentingnya 

kepengurusan akta 

kematian tersebut, 

selain itu juga ada 

di beberapa 

wilayah masih 

belum merasakan 

seberapa 

pentingnya akta 

kematian tersebut, 

karena 

menganggap di 

daerahnya akta 

kematian memang 

tidak memberikan 

efek apapun bagi 

dirinya, seperti 

masyarakat suku-

suku pedalaman. 

kualitas 

pelayanan, 

sedangkan 

penelitian 

Nindya 

meneliti 

bagaimana 

implementas

i program 

pembuatan 

akta 

kematian 

itu. 

4. Siti 

Khairunnisa   

( 2015) 

Prosedur 

Penerbitan 

Akta 

Kematian 

Berdasarka

n Undang-

Undang 

Nomor 24 

Tahun 2013 

Tentang 

Administras

i 

Kependuduk

an 

Hasil penelitian 

ini, menjelaaskan 

bagaimana 

prosedur 

penerbitan akta 

kematian di kota 

MedanDan 

Kendala dalam 

penerbitan akta 

kematian di kota 

Medan antara lain 

aspek landasan 

hukum  

Pemerintah dalam 

melaksanakan 

proses pelayanan 

public dalam 

penerbitan 

Objek 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

penulis 

adalah, 

penulis 

meneliti 

bagaimana 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembuatan 

akta 

kematian, 

sedangkan 

penelitan 

Siti tentang 

bagaimana 
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dokumen 

kependudukan 

sangat lamban 

dalam merespon 

berbagai  

perkembangan 

yang terjadi 

prosedur 

penertiban 

akta 

kematian. 

 

5. M.Ramadhan 

Golfa (2019) 

Implementa

si Program 

Pencatatan 

Akta 

Kematian di 

Dinas 

Kependuduk

an dan 

Pencatatan 

Sipil Kota 

Palembang 

Tahun 2017 

Hasil penelitian, 

terdapat bahwa 

impelemntasi 

program belum 

berjalan dengan 

maksimal, 

dibuktikan dengan 

belum terdapat 

pencapaian 100% 

dalam 

terlaksananya 

program tersebut 

Objek 

Penelitian 

Perbedaan 

dengan 

penelitian 

penulis 

adalah, 

penulis 

meneliti 

bagimana 

partisipasi 

masyarakat 

dalam 

pembuatan 

akta 

kematian, 

sedangkan 

penelitan 

Golfa 

meneliti 

tentang 

bagaimana 

impelement

asi program 

pencatatan 

akta 

kematian 

dalam suatu 

masyarakat . 

 
 

2.13 Defenisi Konsep 

1. Partisipasi adalah suatu keterlibatan mental dan emosi seseorang kepada 

pencapaian tujuan dan ikut bertanggung jawab didalamnya. 

2. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem 

tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta 

mengarah pada kehidupan kolektif. 
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3. Peningkatan Kualitas adalah tindakan-tindakan yang diambil guna 

meningkatkan nilai produk untuk pelanggan melalui peningkatan 

efektivitas dan efensiesi dari proses dan aktivitas melalui struktur 

organisasi. 

4. Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk 

baranf publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung 

jawab dan dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, daerah, 

dilingkungan BUMN,  maupun swasta dalam rangka upaya pemenuhan 

kebutuhan masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan. 

5. Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh Dinas 

Kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian 

seseorang.  

2.14 Indikator 

Adapun indikator-indikator yang digunakan peneliti dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut :  

Tabel II.1 Indikator 

Konsep Indikator Sub Indikator 

Partisipasi 

Masyarakat Dalam 

Pembuatan Akta 

Kematian 

a. Pengetahuan dan 

Keahlian 

 Pengetahuan 

masyarakat tentang 

Akta Kematian dan 

prosedur 

pembuatannya 

b. Pekerjaan 

Masyarakat 

 Tingkat keaktifan 

masyarakat dalam 

pembuatan Akta 

Kematian 

c. Tingkat Pendidikan 

dan Buta Huruf 

 Cara memperoleh 

informasi mengenai 
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pembuatan Akta 

Kematian 

d. Jenis Kelamin  Pandangan 

masyarakat untuk 

berpartisipasi 

e. Kepercayaan 

Terhadap Budaya 

Tertentu 

 Kesadaran 

Masyarakat 

Sumber: Teori Plumer dalam Yulianti 2012:10 

2.15 Kerangka Pikiran  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Teori Plumer dalam Yulianti 2012:10 

 

Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembuatan Akta Kematian Di 

Kecamatan Tampan Kota 

Pekanbaru 

 

Pengaruh Partisipasi Masyarakat 

1. Pengetahuan dan Keahlian 

2. Pekerjaan Masyarakat 

3. Tingkat Pendidikan dan Buta Huruf 

4. Jenis Kelamin 

5. Kepercayaan Terhadap Budaya Tertentu 

 

Terwujudnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembuatan Akta 

Kematian Di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru 

 



 

35 

BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

3.1 Lokasi dan Waktu Penelitian 

Tempat penelitian ini berlokasi di kawasan Pekanbaru,  alasan penulis 

memilih lokasi ini sebagai tempat penelitian ialah bahwa penulis menemukan 

permasalahan yang muncul di Dinas Kependudukan dan Catatan  Sipil  di 

Pekanbaru terkait dengan partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta 

kematian di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sehingga penulis tertarik 

untuk menelitinya. Partisipasi masyarakat dalam pembuatan akta kematian di 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang  belum dikelola berdasarkan 

kewenangan yang telah ada, terkhusunya pada pembuatan akta kematian. 

Waktu penelitian dimulai dari bulan Januari 2021 sampai selesai. 

3.2 Jenis Penelitian dan Sumber Data 

Jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu suatu 

proses pemecah masalah yang diselidiki dengan menggambarkan objek 

penelitian secara jelas serta menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu 

gejala atau kenyataan sosial. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh 

informasi-informasi keadaan saat ini dan dikaitannya dengan variabel yang 

menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. 

a. Data Primer 

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya. 

Data primer yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dengan 

wawancara bebas terstruktur, yaitu dengan mengajukan pertanyaan-
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pertanyaan secara lisan, tanpa terikat suatu susunan pertanyaan terstruktur 

yang telah dipersiapkan sebelumnya. Namun tetap memiliki pedoman 

yang mengacu serta relevan dengan kerangka dan tujuan penelitian. Hal ini 

dilakukan dengan tujuan-tujuan untuk memperoleh informasi yang 

sebanyak banyaknya tanpa harus melenceng dari tujuan dilakukannya 

penelitian, tentunya yang berkaitan dengan Partisipasi Masyarakat Dalam 

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan dan 

Catatan Sipil (Studi Kasus Pada Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan 

Tampan, Kota Pekanbaru). 

Adapun data yang diperoleh meliputi : Partisipasi Masyarakat 

Dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Di Dinas Kependudukan 

dan Catatan Sipil (Studi Kasus Pada Pembuatan Akta Kematian Di 

Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru) , dan faktor penghambat didalam 

Partisipasi Masyarakat tersebut. 

b. Data Sekunder 

Yaitu data yang diperoleh tidak langsung dari subjek penelitian 

melainkan perantara. Data yang diperoleh melalui informasi dan 

keterangan dari instansi yang terkait dalam masalah penelitian ini yang 

diperlukan sebagai pelengkap landasan penelitian. Data ini berupa data 

tentang daerah penelitian, arsip-arsip, laporan tertulis, buku, dan 

sebagainya yang telah dikeluarkan instansi pemerintah yang menunjang 

representatifnya penelitian ini. 
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3.3 Informan Penelitian 

Informan adalah subjek yang memberikan data berupa informasi 

kepada peneliti. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik purposive 

sampling dimana peneliti memilih key informan dan informan yang peneliti 

anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian. Sebagai key informan 

yang paling mengetahui bagaimanakah Partisipasi Masyarakat Dalam 

Pembuatan Akta Kematian Di Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru. 

Adapun yang menjadi informan yang akan memberikan keterangan 

tambahan demi mendapatkan data yang utuh dalam penelitian ini yaitu: 

Tabel III.1 Jumlah Informan Penelitian 

No Informan Jumlah 

1. Sekretaris DISDUKCAPIL Kota 

Pekanbaru 

1 Orang 

2. Kepala Bidang Pelayanan dan 

Catatan Sipil  DISDUKCAPIL 

Kota Pekanbaru 

1 Orang 

3. Kepala Seksi Perubahan Status 

Anak, Pewarganegaraan, 

Kematian 

1 Orang 

4. Staff Kecamatan Tampan 1 Orang 

5. Masyarakat Kecamatan Tampan 5 Orang 

 Total 9 Orang 

Sumber : Data Olahan 2021 

3.4 Teknik Pengambilan Data 

Untuk menghimpun data yang dipelukan maka penulis menggunakan 

alat pengumpulan data sebagai berikut: 

a. Observasi 

Observasi adalah suatu cara pengumpulan data-data dengan 

mengadakan pengamatan langsung terhadap suatu objek dalam suatu 
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periode tertentu dan mengadakan pencatatan secara sistematis tentang hal-

hal tertentu. Dimana dalam penelitian ini untuk mengumpulkan data-data 

dilapangan dengan mengamati secara langsung bagaimana proses kerja 

yang dilakukan pegawai Dinas Disduk Capil Kota Pekanbaru. 

b. Wawancara  

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data dengan 

mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek penelitian 

yang menghasilkan data berupa dan transkip wawancara. 

c. Dokumentasi   

Yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, 

transkip, buku, surat kabar, majalah, arsip,notulen rapat, agenda, dan 

sebagainya. 

 

3.5 Teknik Analisi Data 

Teknik analisis data menurut Miles and Huberman terdiri dari reduksi 

data (data reduction), penyajian data (data display), dan pengambilan 

kesimpulan (conclusion drawing), (Aan Komariah 2014: 218). Adapun 

tahapan-tahapan analisis data yang akan dilakukan penulis setelah 

mengumpulkan data-data baik dari dokumen, referensi buku, wawancara, 

maupun foto-foto, dikelompokkan berdasarkan bentuk, kaegori dan uraian 

dasar yang mudah dipahami, maka tahap pertama mereduksi data (data 

reduction), berarti penulis merangkum, memilih hal-hal yang penting, mencari 

tema dan polanya serta membuang hal-hal yang tidak penting. 
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Adapun analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

menggunakan metode deskriptif kualitatif yaitu data-data yang diperoleh akan 

dibahas secara menyeluruh berdasarkan kenyataan yang terjadi 

diinstansi/kantor. Tempat penelitian ini dilaksanakan kemudian dibandingkan 

dengan konsep maupun teori yang mendukung pembahasan terhadap 

permasalahan dalam penelitian ini dan kemudian mengalami kesimpulan yang 

berlaku umum. 

Adapun metode deskriptif kualitatif ini adalah untuk menganalisa dan 

menyusun argumentasi dengan cara mendeskripsikan, membandingkan, fakta 

yang ditemukan dilapangan berupa kata-kata tertulis dari orang-orang dan pelaku 

yang diamati. 

 

 

 

 

 

 



 

40 

BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Gambaran Umum Kecamatan Tampan 

Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru merupakan salah satu Kecamatan 

yang terbentuk berdasarkan PP.No.19 Tahun 1987, tentang perubahan batas 

antara KotaPekanbaru dengan Kabupaten Kampar pada tanggal 14 Mei 1988 

dengan luaswilayah ± 199.792 KM2. TerbentuknyaKecamatan Tampan ini 

terdiri dari beberapa Desa dan Kecamatan dari Kabupaten Kampar yaitu 

1. Desa Simpang Baru dari Kecamatan Kampar 

2. Desa Sidomulyo Barat dari Kecamatan Siak Hulu 

3. Desa Labuh Baru dari Kecamatan Siak Hulu 

4. Desa Tampan dari Kecamatan Siak Hulu 

Jadi dari 4 (empat) Desa inilah Kecamatan Tampan ini terbentuk yang 

berdasarkan PP No.19 Tahun 1987 yang diatas tadi.Pada tahun 2003 

Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda No.03Tahun 2003, wilayah 

Kecamatan Tampan dimekarkan menjadi 2 Kecamatan denganbatas-batas 

sebagai berikut: 

1. Sebelah timur:Berbatasan dengan Kecamatan Marpoyan Damai 

2. Sebelah barat:Berbatasan dengan Kabupaten Kampar 

3. Sebelah utara:Berbatasan dengan Kecamatan Payung Sekaki 

4. Sebelah selatan:Berbatasandengan Kabupaten Kampar 

Wilayah Kecamatan Tampan ini keadaan tanahnya datar dan sebagian 

lagi rawa-rawa, adapun jenis tanahnya adalah Agromosol. 
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Seiring berjalannya waktu, kecamatan Tampan terjadi pemekaran yang 

mana sebelumnya terdiri dari 4 kelurahan dan bertambah 5 kelurahan baru, 

diantaranya adalah sebagai berikut: 

1. Air Putih, Jalan Villa Sentosa-Garuda Sakti, 16.381 Jiwa, 10 RW dan 60 

RT. 

2. Tuah Madani, Jalan Manunggal, Green Panam Regency D18, 9.108 Jiwa, 

8 RW dan 31 RT. 

3. Bina Widya, Jalan Abdurrahman-Melati, 7.719 Jiwa, 9 RW dan 29 RT. 

4.  Sialang Munggu, Jalan Cipta Karya, GG Lumba-lumba, 37. 478 Jiwa, 31 

RW dan 125 RT. 

5. Tobek Godang, Jalan Damai No.22- HR Soebrantas, 26.177 Jiwa, 15 RW 

dan 72 RT. 

Dari 5 kelurahan baru di Kecamatan Tampan, Kelurahan Sialang 

Munggu yang berada di Jalan Cipta Karya, Gg Lumba-Lumba menjadi 

penyumbang jumlah penduduk terbanyak dengan jumlah 37.478 Jiwa, dengan 

jumlah 31 RW dan 125 RT. Sementara Kelurahan Bina Widya menjadi 

kawasan paling sedikit penduduknya dengan jumlah 7.719 Jiwa, 9 RW dan 29 

RT. 

Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan 

meningkatnya kegiatan penduduk di segala bidang yang pada akhirnya 

meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat terhadap penyediaan 

fasilitas dan utilitas perkotaan serta kebutuhan lainnya. Untuk lebih 

terciptanya tertib pemerintahan dan pembinaan wilayah yang cukup luas, 
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maka di bentuklah Kelurahan baru dengan Perda Kota Pekanbaru No.4 Tahun 

2016 menjadi 9 Kelurahan (Kecamatan Tampan : 2020). 

1. Kelurahan Simpang Baru. 

2. Kelurahan Sidomulyo Barat. 

3. Kelurahan Tuah Karya. 

4. Kelurahan Delima. 

5. Kelurahan Tuah Madani. 

6. Kelurahan Sialang Munggu 

7. Kelurahan Tobek Godang. 

8. Kelurahan Bina Widya. 

9. Kelurahan Air Putih.   

Kecamatan Tampan merupakan sebuah Kecamatan yang terbentuk 

berdasarkan PP. No.19 Tahun 1987, yang warga masyarakatnya merupakan 

masyarakat majemuk dan beraneka ragam terdiri atas berbagai macam 

suku,budaya dan adat istiadat. Dalam kelangsungan hidup dan jalannya roda 

pemerintahan Kecamatan Tampan ini memiliki banyak potensi untuk 

dikembangkan dan diberdayakan dalam rangka mensejahterakan 

masyarakatnya khususnya dalam bidang ekonomi dengan potensi antara lain: 

memiliki jumlah penduduk terbanyak nomor dua setelah Kecamatan Bukit 

Raya dari delapan Kecamatan lainnya, KecamatanTampan dilalui oleh jalan 

raya yang menghubungkan dua propinsi yaitu Propinsi Riau dan Sumatra 

Barat yang mempunyai pengaruh sangat positif terhadap perekonomian 

masyarakat Tampan. Sehingga mempunyai pengaruh yang segnifikasi 
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terhadap kesejahteraan masyarakat Kecamatan Tampan. Untuk menopang 

hidupnya, penduduk Kecamatan Tampan yang terdiri dari 4 Kelurahan yaitu : 

Air Putih, Binawidya, Delima, Sialangmunngu, Sidomulyo Barat, Simpang 

Baru, Tobek Godang, Tuah Karya, Tuah Madani Pada umumnya Kecamatan 

Tampan ini mayoritas hidupnya dengan mata pencarian pencaharian 

berdagang tetapi selain itu juga ada yang bekerja sebagai guru,pegawai negeri, 

karyawan swasta, dan lain-lain. 

Kecamatan Tampan yang memiliki penduduk yang heterogen, terdiri 

dari berbagai macam suku, akan tetapi suku minang yang dominan, serta suku 

Melayu, ini dikarenakan wilayah Sumatra Barat berbatasan dengan wilayah 

Riau, berupa adanya jalan lalu lintas yang menghubungkan antara Sumatra 

Barat dan Riau, dan jalur perdagangan antara dua daerah tersebut pun tidak 

dapat terelakakan.  

Jumlah penduduk Kecamatan Tampan mencapai 307.947 jiwa pada 

tahun 2020. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 6,96 persen dari tahun 

2019. Kepadatan penduduknya mencapai 4.811 jiwa/km2. 

Kecamatan Tampan juga memiliki beberapa potensi untuk memajukan 

kehidupan yaitu diantaranya SDA yang dimiliki seperti pertanian dan 

peternakan, industry kecil maupun industry besar serta salah satu unsur 

peningkatan perekonomian suatu daerah adalah sarana perekonomian daerah 

tersebut, yang mana pada tahun 2016 jumlah sarana perekonomian di 

Kecamatan Tampan mengalami penambahan dari tahun sebelumnya. Dapat 

dilihat contohnya dari jumlah pasar rakyat, pada tahun 2015 terdapat 3 pasar 
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rakyat di Kecamatan Tampan, pada tahun 2016 jumlahnya meningkat cukup 

pesat menjadi 11 pasar. Begitu pula dengan sarana perekonomian. 

4.2 Gambaran Umum Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota 

Pekanbaru 

4.2.1 Sejarah Ringkas Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota 

Pekanbaru. 

Berdasarkan keputusan Presiden No. 12 Tahun 1993 bahwa 

penyelenggaraan Catatan Sipil yang semula merupakan tanggung jawab 

Departemen Kehakiman, dialihkan menjadi kewenangan dan tanggung 

jawab Departemen Dalam Negeri petugas pencacatannya dinamakan 

Pegawai Negeri Sipil. Pegawai tersebut ditunjuk dan diberi wewenang 

untuk menyelenggarakan pencacatan yang dilakukan dengan membuat 

akta didalam daftar yang sudah ditentukan masing-masing peristiwa sesuai 

dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan. Akta pencacatan sipil 

merupakan akta aotentik, yang didalam hukum pembuktian mempunyai 

kekuatan yuridis bukti dari seseorang. 

Sejalan dengan perkembangan administrasi catatan sipil, maka 

dengan surat keputusan Menteri Dalam Negeri NO. 51 Tahun 1993 Kantor 

Catatan Sipil Kota Madya Pekanbaru dialihkan statusnya dari tipe C 

menjadi tipe B dan untuk kegiatan Operasionalnya ditindak lanjuti dengan 

surat keputusan Gubernur, Kepala daerah tingkat I Riau No 698/IX/1993 

tentang struktur Organisasi Kantor Catatan Sipil tipe B Kota Madya daerah 

tingkat II Pekanbaru. 
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Dengan peraturan pemerintah No. 48 Tahun tentang Pedoman 

Organisasi dan Tata Keja Dinas dan selanjutnya ditindak lanjuti dengan 

peraturan daerah Kota Pekanbaru No. 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Struktur Organisasi Tata Kerja Dinas, maka secara resmi urusan 

Pencacatan Sipil yang dilaksanakan oleh Kantor Pencacatan Sipil menjadi 

kewenangan Dinas Pendaftaran Penduduk yang tugas operasionalnya 

berdasarkan peraturan daerah No. 8 Tahun 2000 tentang Pendaftaran 

Penduduk. Keputusan Wali Kota Pekanbaru yaitu kegiatan Pendaftaran 

Penduduk, Pencacatan Sipil dan Pengelolaan Indormasi Kependudukan. 

Selanjutnya dengan diberlakukannya Peraturan Daerah No. 5 

Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan 

Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2008 tentang Retribusi Penggantian Biaya 

Cetak Blangko KK dan KTP, maka mulai tanggal 6 Januari 2009 penanda 

tanganan dokumen Kependudukan (KK dan KTP) dilingkungan 

pemerintah Kota Pekanbaru dilaksanakan oleh Kepala Dinas 

Kependudukan dan Pencacatan Siil Kota Pekanbaru. 

4.2.2 Tupoksi Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota Pekanbaru. 

Tugas dan fungsi Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil Kota 

Pekanbaru dapat diuraikan sebagai berikut: 

1. Dinas Kependudukan dan Pencacatan Sipil mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang pendaftaran 

penduduk, pencacatan sipil dan pengelola informasi administrasi 

kependudukan. 
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b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum 

dibidang pendaftaran penduduk, pencacatan sipil dan informasi 

administrasi kependudukan. 

c. Membina dan melaksanakan tugas pendaftaran penduduk dan 

pencacatan sipil. 

d. Menyelenggarakan urusan penatausahaan dinas 

e. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

2. Kepala Dinas Kependudukan dan Penacacatan Sipil dalam 

menyelenggarakan fungsinya: 

a. Perumusan kebijakan teknis dibidang kependudukan dan 

pencacatan sipil. 

b. Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pelayan umum, 

c. Penyusuan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi. 

3. Sekretaris mempunyai rincian tugas: 

a. Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja 

tahunan dilingkungan dinas. 

c. Mewakili kepala dinas apabila yang berasangkutan berhalangan 

atau tidak berada ditempat. 

4. Sekretaris dalam menjalankan fungsinya: 

a. Menyusun program dinas. 

b. Pelaksanaan koordinasi pelayan administrasi dinas. 
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c. Pengkoordinasian rapat dinas dan kepretokolan. 

5. Sub bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan mempunyai rincian 

tugas: 

a. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahuan. 

b. Merumuskan dan melaksanakan pelayanan administrasi invetaris 

kantor dan dokumentasi kegiatan kantor. 

c. Merumuskan dan melaksanakan kegiatan dokumentasi serta 

pengelolaan data dan informasi yang berhubungan dengan bidang 

kepegawaian, umum dan perlengkapan. 

6. Sub Bagian Kepegawaian Umum dan Perlengkapan dalam 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Perencanaan program kerja sub bagian kepegawaian, umum dan 

perlengkapan. 

b. Penyelenggaraan pelayanan administrasi sub bagian kepegawaian, 

umum da perlengkapan. 

c. Mengevaluasi tugas administrasi sub bagian kepegawaian, umum 

dan perlengkapan. 

7. Sub bagian Keuangan mempunyai rincian tugas: 

a. Merumuskan dan mengkoordinasikan Pembina di bidang 

keuangan. 

b. Melakukan verivikasi serta meneliti kelengkapan surat permintaan 

pembayaran. 

c. Menyiapkan surat perintah membayar. 
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8. Sub Bagian Keuangan dalam menyelenggarakan fungsinya: 

a. Pembuatan konsep pedoman dan petunjuk teknis. 

b. Mengevaluasi tugas. 

c. Pelaporan pelaksanaan tugas. 

9. Sub Bagian Pemyusunan Progaram mempunyai rincian tugas: 

a. Menyusun program kerja dan membuat laporan tahunan. 

b. Merumuskan dan melaksanakan pengendalian dan laporan. 

c. Membuat konsep pedoman dan petunjuk teknis, 

10. Bidang perencanaan dan Perkembangan Penduduk dalam 

menyelenggarakan fungsi: 

a. Menetapkan kebijakan perencanaan dan perkembangan penduduk. 

b. Penyusuan dan merekomendasian kebijakan kependudukan. 

c. Menyelenggarakan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan. 

11. Seksi Perencanaan Kependudkan mempunyai rincian tugas: 

a. Menetapkan kenijakan perencanaan kependudukan. 

b. Menyusun dan merekomendasikan kebijakan kependudukan daerah 

dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah. 

c. Menyelenggarakan kerjasama dengan organisasi kemasyarakatan 

dalam rangka tertib administrasi kependudukan. 

12. Seksi Perkembangan dan Persebaran mempunyai rincian tugas: 

a. Menetapkan kebijakan perkembangan kependudukan. 

b. Menetapkan norma, standar, prosedur dan kriterian 

penyelenggaraan pengendalian kuantitas pengarahan mobilitas dan 

persebaran serta perlindungan penduduk. 
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c. Membuat analisis pengendalian kuantitas penduduk, 

penegembangan kualitas penduduk. Pengarahan mobilitas atau 

penataan persebaran dan perlindungan penduduk serta 

pembangunan berwawasan penduduk. 

13. Seksi Pemantauan dan Evaluasi mempunyai rincian tugas: 

a. Menilai dan melaorka kinerja pembangunan kependudukan secara 

periodek. 

b. Mengawasi indicator kependudukan proyeksi  penduduk dan 

analisis dampak kependudukan serta penyerasian kebijakan 

kepndudukan. 

c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan indicator penduduk 

analisi dampak kependudukan serta penyelesaian kebijakan 

kependudukan. 

14. Bidang Pendaftaran Penduduk mempunyai rincian tugas: 

a. Menatausahakan pendaftaran penduduk. 

b. Menerbitkan dokumen pendaftaran penduduk lainnya. 

c. Membina dan mengembangkan sumber daya manusia pengelolaan 

pendaftaran penduduk. 

15. Seksi Identitas Penduduk mempunyai rincian tugas: 

a. Mencatat dan memuktahiran biodata penduduk  setar penerbitan 

NIK. 

b. Melaksanakan penerbitan kartu keluarga dan kartu tanda penduduk. 

c. Mendaftarkan perubahan alamat dan biodata penduduk. 
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16. Seksi Mutasi Penduduk mempunyai rincian tugas: 

a. Mendaftarkan pindah dating penduduk dalam wilayah republic 

Indonesia. 

b. Mendaftarkan Warga Negara Indonesia tinggal sementara. 

c. Mendaftarkan orang asing tinggal sementara dan tinggal tetap. 

17. Seksi Pengendalian dan Pengawasan Penduduk mempunyai rincian 

tugas: 

a. Melaksanakan tugas-tigas lainnya yang diberikan oleh pimpinan 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

b. Mengawasi dan mengendalikan atas pengelolaan pendaftaran 

penduduk melalui yustisi kependudukan. 

c. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan 

pendaftaean penduduk. 

18. Bidang Pencacatan Sipil mempunyai rincian tugas: 

a. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencacatan dan 

penerbitan akta perkawinan non muslim dan campuran, pencacatan 

dan penerbitan akta perceraian non muslim dan campuran. 

b. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencacatan 

perubahan pembatalan akta pencacatan peristiwa penting lainnya. 

c. Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pencacatan dan 

penerbitkan akta pengakuan anak, perubahan status 

kewarganegaraan. 

19. Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai rincian tugas: 
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a. Mencatat dan menerbitkan akta kelahiran. 

b. Mencatat dan menerbitkan akta kematian. 

c. Mencatat dan menerbitkan dokumen dan surat keterangan yang 

berkaitan dengan kelahilan dan kematian. 

20. Seksi Perkawinan dan Perceraian mempunayai rincian tugas: 

a. Mencatat dan menerbitkan perkawinan non muslim dan campuran. 

b. Mencatat dan menerbitkan akta perceraian non muslim dan 

campuran. 

c. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan yang 

sesuai dengan tugas dan fungsinya. 

21. Seksi Pencacatan Sipil lainnya mempunyai rincian tugas: 

a. Mencatat dan menerbitkan akta pengakuan anak. 

b. Mencatat peristiwa penting lainnya. 

c. Mencatat perubahan dan pembatalan akta. 

22. Bidang Data dan Informasi Kependudukan mempunyai rincian tugas: 

a. Membangun bank data kependudukan. 

b. Mwnyuluh dan membina administrasi kependudukan. 

c. Menyajikan dan mendesiminasi informasi kependudkan. 

23. Seksi Pendataan dan Pelaporan mempunyai rincian tugas: 

a. Merekam data hasil pelayan pendaftaran dan pencacatan sipil seta 

pemuktahiran data penduduk degunakan dnegan menggunakan 

SIAK. 

b. Mengevaluasi dan pelaporan pengelolaan informasi administrasi 

kependudukan. 
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c. Membangun bank data kependudukan. 

24. Seksi Jaringan Komunikasi mempunya rincian tugas: 

a. Membangun dan mengembangkan jaringan komunikasi data. 

b. Menyusun program kerja. 

c. Menyediakan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan. 

25. Seksi Informasi dan Penyuluhan mempunyai rincian tugas: 

a. Menyuluh dan membina administrasi kependudukan. 

b. Mengiventariskan permasalah dan menyiapkan bahwa petunjuk 

pemecahan masalah 

c. Menyediakan dokumen yang diperlukan oleh pimpinan. 

26. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). 

Adapun uraian tugas tiap-tiap Unit Pelaksana Teknis Dinas 

(UPTD) Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Kecamatan Tampan 

Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut : 

1. Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas (Kepala UPTD) 

a. Tugas Pokok 

Melaksanakan sebagian tugas Wali Kota dalam 

merumuskan, memimpin, mengkoordinasikan, membina dan 

mengendalikan tugas-tugas dibidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yang meliputi penyelenggaraan Pemerintah 

Daerah dibidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang 

meliputi : pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan 
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umum, penyuluhan kependudukan, dan pencatatan sipil dan 

pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana yang 

dimaksud diatas, maka bagian Kepala UPTD mempunyai fungsi 

sebagai berikut: 

(1) Perumusan pelaksanaan kebijakan teknis dalam rangka 

mendukung kelancaran tugas-tugas dibidang Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yang meliputi: pengawasan, pengendalian, 

perijinan, pelayanan umum, penyuluhan kependudukan, dan 

pencatatan sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta 

pembinaan UPTD. 

(2) Penyusunan program dibidang Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, perijinan, 

pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan 

Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. 

(3) Pelaksanaan program kerja dibidang kependudukan 

pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, 

penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 

pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. 

(4) Pembinaan pelaksanaan tugas di bidang Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, 

perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan 
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Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta 

pembinaan UPTD. 

(5) Koordinasi dan fasilitasi tugas-tugas dibidang Kependudukan 

dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi: pengawasan, pengendalian, 

perijinan, pelayanan umum, penyuluhan Kependudukan dan 

Pencatatan Sipil dan pelaksanaan kesekretariatan serta 

pembinaan UPTD. 

(6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan tugas-tugas dibidang 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil yaitu meliputi : 

pengawasan, pengendalian, perijinan, pelayanan umum, 

penyuluhan Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan 

pelaksanaan kesekretariatan serta pembinaan UPTD. 

(7) Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Bupati. 

2. Sub Bagian Administrasi 

a. Tugas Pokok 

Sub Bagian Administrasi dipimpin oleh satu orang yang 

mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan program, 

administrasi kepegawaian, administrasi umum. 

b. Fungsi 

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud 

diatas, maka Sub Bagian Administrasi mempunyai fungsi sebagai 

berikut: 

(1) Pelaksanaan administrasi perkantoran dan kepegawaian. 
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(2) Pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan dan pengendalian 

Dinas. 

(3) Penyelenggaraan administrasi umum. 

(4) Pengkoordinasian rencana peraturan dibidang perencanaan 

daerah. 

(5) Pelaksanaan pembinaan tertib administrasi organisasi di 

lingkungan Dinas. 

(6) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala 

Dinas sesuai dengan tugasnya. 

3. Bagian Administrasi Membawakan: 

(1) Kepegawaian 

Kepegawaian mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan administrasi kepegawaian. 

(2) Bagian Umum 

Bagian Umum mempunyai tugas pokok melaksanakan 

pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, pengadaan, 

rumah tangga, administrasi perjalanan dinas, perlengkapan, dan 

pemeliharaan kantor serta investasinya. 

(3) Keuangan 

Keuangan mempunyai tugas pokok melaksanakan 

administrasi keuangan. 
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4. Staff 

a. Melaksanakan aktivitas penyiapan ruang kerja dan peralatan 

kantor untuk seluruh pegawai, untuk memastikam ketersediaan 

ruangan kerja dan peralatan kantor bagi setiap pekerja sesuai 

dengan jenis pekerjaan dan jabatan. 

b. Melaksanakan aktivitas renovasi gedung kantor/kerja, untuk 

memastikan semua gedung kantor selalu siap operasional. 

c. Melaksanakan kegiatan surat-menyurat, dokumentasi dan 

pengarsipan, untuk memastikan dekungan administrasi bagi 

kelancaran kegiatan seluruh karyawan. 

d. Membuat rencana dan mengevaluasi kerja harian dan bulanan 

untuk memastikan tercapainya kualitas target kerja yang 

dipersyaratkan dan sebagai bahan informasi kepada atasan. 

e. Membuat perkiraan biaya tahunan yang berkaitan dengan 

kegiatan office administration, sebagai rekomendasi pembuatan 

anggaran departemen General Affair. 

f. Melaksanakan akan adanya kebutuhan dan pengadaan alat tulis 

kantor, peralatan kantor, peralatan kebersihan dan keamanan 

kantor serta layanan fotocopy dan penjilidan. 

g. Mengawasi pelaksanaan kebersihan dan kenyamanan ruang 

kantor dan keamanan kantor. 

27. Kelompok Jabatan Fungsional. 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil 

kesimpulan sebagai berikut: 

1. Dalam partisipasinya banyak masyarakat yang sudah mengetahui program 

pembuatan akta kematian, akan tetapi masih ada masyarkat yang belum 

mengetahui manfaat dari akta kematian tersebut, meskipun pemerintah 

sudah mensosialisasikan kepada masyarakat. Masyarakat Kecamata 

Tampan dalam hal ini masih kurang berpartisipasi dalam membuat akta 

kematian meskipun pemerintah sudah melakukan program sosialisasi 

memberikan pemahaman kepada masyarakat terkait dengan pentingnya 

membuat akta kematian bagi masyarakat yang sudah meninggal. 

2. Adapun faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam 

pembuatan akta kematian adalah pengetahuan dan keahlian, pekerjaan 

masyarakat, tingkat pendidikan dan buta huruf, jenis kelamin, dan 

kepercayaan terhadap budaya tertentu 

6.2 Saran 

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar 

partisipasi masyarakat terhadap pebuatan akta kematian meningkat yang 

dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil , maka penulis 

memberikan saran yaitu: 
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1. Menyelesaikan hambatan yang menjadi faktor penyebab kurangnya 

partisipasi masyarakat. Dengan cara meningkatkan pemahaman kepada 

masyarakat tentang pentingnya pembuatan akta kematian dalam hal 

administrasi, agar tercapainya peningkatan untuk pelaporan setiap 

penambahan angka kematian. Untuk pemerintah khususnya Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam mewujudkan tata kelola 

pemerintahan yang baik (Good Governance), pemerintah harus bekerja 

ekstra dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah juga 

perlu melakukan sosialisasi dalam bentuk program yang mampu 

menyadarkan masyarakat bahwa setiap program yang dilakukan oleh 

pemerintah sangat membutuhkan partisipasi dari masyarakat tanpa 

partisipasi dari masyarakat program pemerintah tidak akan berjalan 

dengan baik. Dengan pemahaman tersebut akan membuat masyarakat 

sadar dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. 

2. Untuk masyarakat diharapkan lebih berpartisipasi dan mau mentaati 

peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, karena tujuan dari aturan 

tersebut juga untuk mempermudah permasalahan administrasi setelah 

kematian. 
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Gambar 1: Wawancara bersama Bapak Andi selaku staff Kecamatan Tampan 5 

Juli 2021 pukul 09.21 WIB. 

 

  

Gambar II: Wawancara bersama Ibuk Vityana Erza selaku kepala bidang 

pelayanan dan pencatatan sipil Senin 5 Juli 2021 



 

 

 

Gambar III: Wawancara bersama  Ibuk Rita Agustin Syamsuri, selaku kepala 

seksi bidang perubahan status anak, pewarganegaraan dan kematian. Senin 5 Juli 

2021 

 

 

 

Gambar IV: Wawancara bersama Ibu Seniwati Hais selaku sekretaris Dinas 

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekanbaru Senin 5 Juli 



 

 

 

Gambar V: Wawancara bersama bapak Toni selaku Masyarakat Kecamatan 

Tampan, 6 Juli 2021. 

 

 

Gambar VI: Wawancara bersama bapak ibu Aminah selaku Masyarakat 

Kecamatan Tampan, 6 Juli 2021. 



 

 

 

 

Gambar VII: Wawancara bersama ibu Hanum selaku Masyarakat Kecamatan 

Tampan, 7 Juli 2021. 

 

 

Gambar VIII: Wawancara bersama ibu Aisyah selaku Masyarakat Kecamatan 

Tampan, 7 Juli 2021. 

 

 

 

 



 

 

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA 

Pertanyaan Wawancara DISDUKCAPIL Kota Pekanbaru 

1. Bagaimana defenisi akta kematian menurut Disdukcapil Kota Pekanbaru? 

2. Bagaimana Proses pembuatan akta kematian di Disdukcapil Kota 

Pekanbaru? 

3. Apakah syarat pembuatan akta kematian di Disdukcapil kota Pekanbaru? 

4. Bagaimana Peran Disdukcapil Kota Pekanbaru dalam pembuatan akta  

kematian? 

5. Bagaimana tanggapan Disdukcapil Kota Pekanbaru terhadap masyarakat 

yang tidak menbuat akta kematian? 

6. Apakah ada sanksi yang diterapkan kepada masyarakat yang tidak 

membuat akta kematian? 

7. Bagaimana perkembangan pembuatan akta kematian?Apakah menurun 

atau tidak? 

8. Apa bentuk usaha Disdukcapil terhadap partisipasi masyarakat dalam 

pembuatan akta kematian? 

9. Apa dasar hukum yang melandaskan pembuatan akta kematian ? 

10. Dalam Disdukcapil terdapat struktur birokrasi, dalam pembuatan akta 

kematian apakah struktur birorasi sudah berjalan dengan baik? 

11. Faktor apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat dalam 

pembuatan akta kematian di kota Pekanbaru? khususnya Kecamatan Tuah 

Madani 

12. Dalam pembuatan akta kematian, kemana saja kerjasama dari 

Disdukcapil? 

13. Apa upaya Pemerintah Kota dalam membantu Disdukcapil demi 

terwujudnya visi dan misi? 

 

 

 



 

 

Pertanyaan Wawancara kepada Masyarakat Tampan 

1. Apakah Bapak/Ibu mengetahui tentang adanya pembuatan akta kematian? 

2. Apakah ada dari pihak pemerintah mensosialisasikan tentang pembuatan 

akta kematian? 

3. Menurut Bapak/Ibu seberapa pentingkah pembuatan akta kematian? 

4. Apakah Bapak/Ibu mengetahui  tentang tujuan dari pembuatan akta 

kematian? 

5. Apakah Bapak/Ibu tau bagaimana proses pembuatan akta kematian? 

6. Apakah Bapak/ Ibu tau akan sanksi yang diberikan terhadap masyarakat 

yang tidak mengurus akta kematian? 

7. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pemerintah terkait administrasi 

pencatatan penduduk? 
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